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Mengingat 

BUPATI PAMEKASAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN 
NOMOR 4 TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PAMEKASAN, 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotrapraja 
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan 
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 



10. 

11. 

12. 

13. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); . 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6883); . 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 186); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 



Menetapkan 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 799); 

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Daerah Kabupaten Paekasan Tahun 2023 Nomor 6); 

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 3); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PAMEKASAN 
dan 

BUPATI PAMEKASAN 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah 
1. Semula Rp. 1.968.009.788.005,00 

2. Bertambah Rp. 287.648.689.912,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp. 2.255.658.477.917,00 

b. Belanja Daerah 

1. Semula Rp. 2.238.918.735.989,00 
2. Bertambah Rp. 58.915.601.450,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp. 2.297.834.337.439,00 
Defisit setelah Perubahan Rp. (42.175.859.522,00) 

c. Pembiayaan Daerah 
1. Penerimaan Semula Rp. 292.138.233.811,00 

2. Bertambah Rp. 228.733.088.462,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp. 63.405.145.349,00 



d. Pengeluaran Semula Rp. 21.229.285.827,00 
Bertambah/berkurang Rp. 0,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 21.229.285.827,00 
Pembiayaan Netto Rp. 42.175.859.522,00 

Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Rp. 0,00 

Tahun Berjalan 

Pasal 2 

1) 

@ 

(3) 

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 
a terdiri atas : 
a. Pendapatan Asli Daerah 

1. Semula Rp. 284.406.166.284,00 - 
2. Bertambah Rp. 27.433.747.727,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp. 311.839.914.011,00 

Pendapatan Transfer 

1. Semula Rp. 1.683.603.621.721,00 
2. Bertambah Rp. 260.214.942.185,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp. 1.943.818.563.906,00 

Pendapatan Asli Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a terdiri atas jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah 
1. Semula Rp. 50.082.850.000,00 
2. Bertambah Rp. 5.500.000.000,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp. 55.582.850.000,00 

Retribusi Daerah- 
1. Semula Rp. 9.110.990.840,00 
2. Bertambah Rp. 236.665.466.974,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp. 245.776.457.814,00 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

1. Semula Rp. 0,00 

2. Bertambah Rp. 2.280.431.548,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp. 2.280.431.548,00 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

1. Semula Rp. 225.212.325.444,00 
2. Berkurang Rp. (217.012.150.795,00) 

Jumlah setelah Perubahan Rp. 8.200.174.649,00 

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b terdiri atas jenis pendapatan: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 
1. Semula Rp. 1.547.168.721.000,00 
2. Bertambah Rp. 58.449.609.143,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp. 1.605.618.330.143,00 

Pendapatan Transfer Antar Daerah 

1. Semula Rp.  136.434.900.721,00 
2. Bertambah Rp. 201.765.333.042.00 
Jumlah setelah Perubahan Rp. 338.200.233.763,00 



1) 

() 
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Pasal 3 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b 

terdiri atas: 
a. Belanja Operasi 

1. Semula . Rp. 1.704.117.243.741,00 

2. Bertambah Rp. 74.354.279.700,00 
Jumlah setelah Perubahan Rp. 1.778.471.523.441,00 

Belanja Modal 

1. Semula Rp. 210.964.682.664,00 
2. Berkurang Rp. (19.931.681.629,00) 

Jumlah setelah Perubahan Rp. 191.033.001.035,00 
Belanja Tidak Terduga 
1. Semula Rp. 13.300.000.000,00 
2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 13.300.000.000,00 
Belanja Transfer 
1. Semula Rp. 310.536.809.584,00 
2. Bertambah Rp. 4.493.003.379,00 
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 315.029.812.963,00 

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdiri atas jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai 

1. Semula Rp. 898.868.544.250,00 

2. Berkurang Rp. 73.901.661.927,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 824.966.882.323,00 
Belanja Barang dan Jasa 

1. Semula Rp. 668.989.080.191,00 
2. Bertambah Rp. 90.971.470.787,00 
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 759.960.550.978,00 

Belanja Hibah 
1. Semula Rp. 113.395.194.300,00 
2. Bertambah Rp. 57.550.970.840,00 
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 170.946.165.140,00 

Belanja Bantuan Sosial 

1. Semula Rp. 22.864.425.000,00 
2. Berkurang Rp. (266.500.000,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 22.597.925.000,00 
Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri atas jenis belanja : 
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

1. Semula Rp. 114.771.488.357,00 
2. Berkurang Rp. {48.318.980.139,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 66.452.508.218,00 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

1. Semula Rp. 64.255.712.642,00 
2. Bertambah Rp. 17.671.945.660,00 
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 81.927.658.302,00 
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

1. Semula Rp. 31.459.532.880,00 
2. Bertambah Rp. 1.531.403.263,00 
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 32.990.936.143,00 

5 



(4) 

(5) 

(1) 
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d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
1. Semula Rp. 7.948.785,00 

2. Bertambah Rp. 8.979.949.587,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 8.987.898.372,00 

e. Belanja Modal Aset Lainnya 
1. Semula Rp. 470.000.000,00 

2. Bertambah Rp. 204.000.000,00 
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 674.000.000,00 

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri atas jenis belanja : 
a. Belanja Tidak Terduga 

1. Semula Rp. 13.300.000.000,00 
2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 13.300.000.000,00 
Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
terdiri atas jenis belanja : 

a. Belanja Bagi Hasil 

1. Semula Rp. 5.919.384.084,00 
2. Bertambah Rp. 190.427.379,00 
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 6.109.811.463,00 

b. Belanja Bantuan Keuangan 

1. Semula Rp. 304.617.425.500,00 
2. Bertambah Rp. 4.302.576.000,00 
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 308.920.001.500,00 

Pasal 4 

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
huruf c terdiri atas: 
a. Penerimaan Pembiayaan 

1. Semula Rp. 292.138.233.811,00 
2. Berkurang Rp. (228.733.088.462,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 63.405.145.349,00 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

1. Semula Rp. 21.229.285.827,00 
2. Bertambah/Berkurang Rp. 0,00 
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 21.229.285.827,00 

c. Pembiayaan Netto 

1. Semula Rp. 270.908.947.984,00 
2. Berkurang Rp. (228.733.088.462,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 42.175.859.522,00 
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
berupa jenis pembiayaan: 

Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 
sebelumnya 

a. Semula Rp. 292.138.233.811,00 
b. Berkurang Rp.  (228.733.088.462,00) 

Jumlah Setelah Perubahan Rp. 63.405.145.349,00 



(3) 

(1) 

@) 
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Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri atas jenis pembiayaan : 
a. Pembentukan Dana Rp. 0,00 

Cadangan 
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 

1. Semula Rp. 21.229.285.827,00 

2. Bertambah/Berkurang Rp. : 0,00 
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 21.229.285.827,00 

Pasal 5 

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum 

tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya 

dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai 

dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan 

kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada 

Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran. 

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau 

kejadian luar biasa; 

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 
kegiatan pelayanan publik. 

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar 
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun 
anggaran berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib; 

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah 

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta 

amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 
Daerah dan/atau masyarakat. 

Pasal 6 

Uraian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, 
yang terdiri dari: 
a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok 
dan  Jenis Pendapatan, Belanja, dan 
Pembiayaan; 



b. Lampiran !! 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

e. LampiranV 

f.  Lampiran VI 

g Lampiran VII 

h. Lampiran VIII 

i LampiranIX 

j. Lampiran X 

k. Lampiran XI 
1.  Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 

n. Lampiran XIV 

o. Lampiran XV 
p- Lampiran XVI 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 
Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub 

Kegiatan Beserta Indikator dan Target 
Kinerjanya; 
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan urusan Pemerintah Daerah 
dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 
Keuangan Negara; 
Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Standar 
Pelayanan Minimal; 
Sinkronisasi Program pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah/Rencana Pembangunan Daerah dengan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub 
Kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah 
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 
dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 
Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan 
Program Prioritas Daerah; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan per 
Jabatan; 

Daftar Piutang Daerah; 
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi 
Daerah Lainnya; 
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan 
Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; 
Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi 
Years); 
Daftar Dana Cadangan; dan 
Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 7 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan 
Peraturan Bupati. 



Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan. 

Ditetapkan di Pamekasan 

pada tanggal 1P Oktober 2024 

Pj. BUPATI[PAMEKASAN, 

MA KIN 

Diundangkan di Pamekasan 
pada tanggal 10 Oktober 2024 

ARIS DAERAH 
R‘v\ KASAN, 

. FAISOL 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024 NOMOR 4 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 241-6/2024 


